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PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1308xxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, xxxxx,

xx/yy/zzzz, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan

S.1, tempat tinggal di xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx,

Kabupaten xxx, Sumatera Barat, dengan alamat domisili

elektronik xxx@gmail.com Nomor HP 0823xxxxxxxx

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, Tempat dan tanggal lahir, xxxxx, xx/yy/zzzz, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat

tinggal di xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx,

Kabupaten Pasaman, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari

2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Lbs, tanggal 08 Januari 2025,

dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05

Februari 2012, di rumah orang tua Penggugat di xxx, Nagari xxx,

Kecamatan xxx, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang

menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Aprizal, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Madong Lubis dan Ermanela

dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah), dibayar

tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, suami Penggugat berstatus

Jejaka dan Penggugat berstatus gadis, dan tidak ada halangan menurut

syara’ baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan

sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan

tidak pernah keluar dari agama Islam;

3. Bahwa selama hidup bersama tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak

lain yang mempersoalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama membina rumah tangga di rumah kakak Penggugat di rumah

kontrakan di Pasaman Barat selama 2 bulan, setelah itu Penggugat

dengan Tergugat berpisah, serta telah bergaul sebagaimana layaknya

suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 1 (dua) orang anak yang

bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal xx/yy/zzzz;

5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan

Nikah guna dijadikan bukti untuk proses perceraian Penggugat dan

Tergugat;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis, dan sejak bulan April 2012 rumah tangga

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mana Tergugat tidak

bertanggungjawab sebagai suami dalam menafkahi kebutuhan rumah

tangga yang akhirnya Penggugat tidak betah bersama dengan Tergugat.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin

lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan April 2012, Penggugat

dijemput oleh orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah

bertanggungjawab terhadap Penggugat, dan Tergugatpun mengizinkan

Penggugat pergi dengan orang tua Penggugat.

Disclaimer
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8. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat tinggal di xxx, nagari xxx,

Kecamatan xxx, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat,

sedangkan Tergugat xxx, Jorong xxx, Nagari xxx, Kecamatan Panti,

Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sejak saat itu Penggugat

dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang kini telah

12 ( dua belas ) tahun lamanya;

9. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat

mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak yang

bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal xx/yy/zzzz, selama ini anak

tersebut dalam asuhan Penggugat dan tidak pernah berpisah dengan

Penggugat, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk

menetapkan anak tersebut ke dalam hadanah Penggugat dengan tetap

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak

tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon

kepada ketua Pengadilan agama Lubuk Sikaping cq, Majelis Hakim

berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai

berikut;

Primair
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT), dengan

Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari

2012, di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Nagari xxx, Kecamatan xxx,

Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer
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4. Menetapkan hak asuh satu orang anak yang bernama ANAK, perempuan,

lahir tanggal xx/yy/zzzz, ke dalam hadanah Penggugat dengan tetap

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak

tersebut

5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang

tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan

mencabut petitium angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan akan

tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada

Penggugat tetap dibebankan pembuktian; Bahwa untuk menguatkan dalil-

dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi

sebagai berikut;

A. Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1308xxxxxxxx yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, yang bermaterai

cukup dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan

mencocokan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi

tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308xxxxxxx yang dikeluarkan tanggal

xx/yy/zzzz oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup

dan dinazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokan

fotokopi tersebut dengan aslinya, ternayata fotokopi tersebut cocok dan

sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak

kandung Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT;

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

 Bahwa Penggugat dan tergugat pada tanggal 5 Februari 2012 di

xxxx, Nagari xxx kecamatan xxxx Paaman;

 Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan

Tergugat pada proses ijab kabul;

 Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung

Penggugat Penggugat yang bernama Aprizal;

 Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Ermanela;

 Bahwa mas kawinnya uang sejumlah Rp. 100.000,00 dibayar

tunai serta ada ijab dan qobul;

 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus

gadis dan Tergugat berstatus bujang;

 Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak

ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan

Disclaimer
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pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat

pernikahan dengan pihak lain;

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Pasaman

barat sampai berpisah;

 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan

Tergugatdikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis hanya selama dua bulan pernikahan, setelah

itu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab

dalam memenuhi nafkah lahir Penggugat dan anaknya

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, saksi dari cerita Penggugat;

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

kurang lebih selama 12 tahun;

- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan

pulang kembali ke rumah orang tuanya di xxx, Jorong xxx, Nagari

xxx, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa selama Penggugat tinggal di kampung, Tergugat tidak

pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan

Tergugat juga tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk

Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak

kandung Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT;

Disclaimer
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 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

 Bahwa Penggugat dan tergugat pada tanggal 5 Februari 2012 di

xxxx, Nagari xxx kecamatan xxxPaaman;

 Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan

Tergugat pada proses ijab kabul;

 Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung

Penggugat Penggugat yang bernama Aprizal;

 Bahwa saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Ermanela;

 Bahwa mas kawinnya uang sejumlah Rp. 100.000,00 dibayar

tunai serta ada ijab dan qobul;

 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus

gadis dan Tergugat berstatus bujang;

 Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak

ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan

pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat

pernikahan dengan pihak lain;

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama di rumah kaka Penggugat di Pasaman

bararat samapi berpisah;

 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan

Tergugatdikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan

rukun dan harmonis hanya selama dua bulan pernikahan, setelah

itu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab

dalam memenuhi nafkah lahir Penggugat dan anaknya

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, saksi dari cerita Penggugat;

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Disclaimer
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kurang lebih selama 12 tahun;

- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan

pulang kembali ke rumah orang tuanya di Pasar Salibawan, Jorong

Salibawan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten

Pasaman;

- Bahwa selama Penggugat tinggal di kampung, Tergugat tidak

pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan

Tergugat juga tidak pernah lagi mengirimkan nafkah untuk

Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan

tuntutanPenggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal

yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat dan

Tergugat dalam mengajukan Gugatan Itsbat Nikah adalah karena pernikahan

Penggugat dan Tergugat tidak tercatat KUA Kecamatan lubuk sikaping

kabupaten Pasman;

Menimbang, bahwa tujuan Gugatan Itsbat Nikah tersebut diajukan

oleh Penggugat sebagai syarat untuk mengajukan gugatan perceraian antara

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
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sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Pengadilan Agama

Lubuk Sikaping, in casu Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini

mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan

perkara a quo (standy persona in judicio);

bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, antara

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 sampai

sekarang, oleh karenanya Tergugat mengajukan Gugatan cerai Gugat ke

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka dengan mengacu kepada Pasal 49

ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara

absolut Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan

mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan mengajukan gugatannya ke

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebagaimana ketentuan Pasal 73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Pengadilan

Agama Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

a.quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg.

jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, senyatanya pada

hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in persoon
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hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap

ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang

sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan

yang sah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya

Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah

mengupayakan damai kepada Penggugat dengan menasehati supaya

Penggugat bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya

secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga sampai

diputusnya perkara ini, upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini

Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan

proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ke

persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan

dalam mengajukan perkara ini maka Penggugat dibebankan untuk

mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil Gugatannya

sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. jo Pasal 1865 KUHperdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan 2 (dua)

orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Tanda Penduduk

dan Kartu Keluarga) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
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mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan

bahwa, Pasar Salibawan, Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping dan

Tergugat tidak mengajukan keberatannya, maka secara formil Pengadilan

Agama Lubuk Sikaping berwenang menerima dan mengadili perkara a

quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi

itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan

bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim

mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui

adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang

selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil

gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan

itsbat nikah di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua)

orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya

sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk

didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah

memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana

ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan

alasan permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para

saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 308 R.Bg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu

samalain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil

permohonan Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para

saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 R.Bg
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sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan

pembuktian bebas (vrij bewijs kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut

patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada

tanggal 05 tahun 2012 di Isbat nikah dan cerai gugat;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung

Penggugat yang bernama Aprizal;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh

madong Lubis dan Ermanela, dengan mahar pernikahan Penggugat

berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 dibayar tunai serta ada ijab dan

qobul;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah,

baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat

sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim

berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah

memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan

untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19

Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Penggugat dengan

Tergugat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7

ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan

pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu

tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
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Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau

orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi

Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai

hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan

didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua

orang saksitersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta

kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekurang-kurangnya April tahun 2012 antara Penggugat

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak mengujinkan

Penggugat bersama orang tua Pengguhat;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara

Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak akhir April

2012 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah

berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya

masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan
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Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di

atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah

tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin

lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga

mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan

maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki

dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman

290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila

dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang

menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat

menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara

mereka berdua”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan di

persidangan justru akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi
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Penggugat karena selama berpisah Tergugat telah mengabaikan

kewajibannya sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal

34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77

Kompilasi Hukum Islam, membiarkan kondisi seperti ini terus terjadi tentu

akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat

daripada kemaslahatan yang akan diterima, hal mana sejalan dengan

maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسدمقدمعلىجلبالمصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat

telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk

dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan

Agama Lubuk sikaping adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana

maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya

(Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menetapkan sah perkawinan antara Tergugat (TERGUGAT), dengan

Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari

2012, di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Nagari xxx, Kecamatan

xxxxg, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025

Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya’ban 1446 Hijriah oleh kami

Wendri, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak

melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu

oleh Helmy Ahmad S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Wendri,S.Ag.,M.H.

Panitera

ttd

Helmy Ahmad S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 14.000,00

4. PNBP : Rp. 20.000,00
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Jumlah : Rp. 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6.Meterai : Rp. 10.000,00
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